WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 15B TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI KESEHATAN PARU

Menimbang

Mengingat

MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keuangan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota
Pekalongan sebagai unit kerja yang menerapkan
PPK-BLUD dengan status bertahap, maka dapat
diberikan fleksibilitas dengan batas - batas
tertentu dalam  pengelolaan keuangan dan
akuntansi dengan tetap memperhatikan prinsip
praktek bisnis yang sehat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaxsud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Paru
Masyarakat Kota Pekalongan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
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10.

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
Pembentukarn Kota-kota Besar dan Kota-kota Ket;jil
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kecdokteran (Lembaran Negara Rkepublik
Indcnesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2015 Nemor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undeng Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Peritnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah
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1.1,

12

13.

14.

Memperhatikan : 1.

Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor  4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan
Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana
Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
75/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
92/PMK.05/2011/ tentang Rencana Bisnis dan
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Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 363);

6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21B Tahun
2016 tentang Pola Tata Keiola Badan Layanan
Umum Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat

Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016 Nomor 21B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH BALAlI' KESEHATAN PARU
MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

|

i

Daerah adalah Kota Pekalongan.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Xota Pekalongan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD,
adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-
BLUD, adalah pola pengeloiaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja
yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa

pengguna anggaran/barang.
Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja
adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
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10.

1l

13.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21,

Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM
adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan penyakit paru dan/atau
yvang lainnya secara komprehensif.

Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung
jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas
pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang
bersangkutan.

. Kepala adalah Pimpinarn BKPM.
12,

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua penigeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh BLUD. '

. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana

lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan
operasional BLUD.

Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh
suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa
pelayanan atau barang kepada pelanggan.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA,
adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.

Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program,
kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta
pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/L dan format DIPA BLU.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU yang selanjutnya disebut
DIPA BLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada satker BLU
yang disahkan oleh Kepala Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan berfungsi sebagai
dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
negara dan pencairan dana BLU atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) serta berfungsi sebagai dokumen
pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa
Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran adaleh laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus
masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan
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22.

23.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas
pembiayaan.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangen adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang perjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) adalah pola anggaran yang
penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang
dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau
berkurang setidaknya proporsional.

Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi
belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLUD.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
lainnya tersebut terjadi, tanpe memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dikeluarkan.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dikeluarkan.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan
yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang ditetapkan dalarn menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah.

Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK,
adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi
akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan suatu entitas usaha.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi
BKPM meliputi:

a. pengelolaan keuangan,;

b. perencanaan dan penganggaran;

c. pelaksanaan anggaran;
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d. perubahan anggaran; dan
e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

EBAB 1II
PEJABAT PENGELOLA BKPM KOTA PEKALONGAN

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 3

Pejabat pergelola BKPM terdiri dari:
a. Pemimpin;

b. Pejabat Keuangan;

Pejabat Teknis.

C.

Bagian Kedua
Pemimpin

Pasal 4

(1) Pemimpin BKPM disebut Kepala.

(2) Kepala selaku Pemimpin adalah penanggungjawab umum
operasional dan keuangan BKPM.

Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
dan kewajiban sebagai berikut:

3)

(1)
(2)

a.

oo

5 0

memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan
dan mengevaluas: penyelenggaraan kegiatan BKPM sesuai visi,
misi dan tujuan crganisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi
dan efektivitas;

menyusun Renstra Bisnis BKPM;

menyusun RBA tahunan;

menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan keuangan
berkala;

mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja
keuangan BLUD BEPM;

memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BKPM;
mewakili BKPM di dalam dan diluar pengadilan;

melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana
telah digariskan.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan

Pasal 5

Pejabat keuangan disebut Koordinator Tata Usaha BKPM.
Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas dan kewajiban sebagai
berikut:
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(1)
(2)

(1)

(4)

(5)

. memimpin ketatausahaan;

. mengkoordinasikan nenyusunan RBA;
mengelola pendapatan dan biaya;
. menyelenggarakan pengelolaan kas;
melakukan pengelolaan utang dan piutang;
menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
dan kinerja BLUD;
. menyelenggarakan ketatausahaan umum dan kepegawaian;
.mengelola SDM khususnya pegawai yang berstatus Non PNS;
pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
menyelenggarakan perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional
BLUD; dan
k. menyediakan data keuangan dan non keuangan.

MO RO o P

Lt i

Bagian Keempat
Pejabat Teknis

Pasal 6

Pejabat teknis adalah Koordinator Unit Pelayanan dan Koordinator
Unit Penunjang Pelayanan BKPM.

Pejabat teknis BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya,;

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

BKPM menyusun Renstra bisnis lima tahunan berdasarkan pada
RPJMD Kota Pekalongan.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi,
program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana
pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan
BEKPM.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran
yang menantang tentang kesadasn masa depan yang berisikan cita
dan citra yang ingin diwujudkari.

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang
harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar
tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai
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dengan S5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,
dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sehagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan
pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis
atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi
tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 8

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan
sebagai dasar penyusunan RBA dan laporan/evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 9

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun
berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi
biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan
lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BKPM lainnya.

Pasal 10

(1) BKPM menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada renstra
bisnis disertai prakiraan RBA tahun berikutnya.
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh program,
kegiatan, anggaran penerimaan / pendapatan, anggaran pengeluaran
/ belanja, estimasi saldo awal kas.
(3) Penyusunan RBA disusun berdasarkan:
a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis
layanan;
b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diterima; dan
c. basis akrual.
(4) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari:
a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan;
b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari
masyarakat atau badan lein;
c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
lainnya;
d. penerimaan lainnya yang sah;
e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD,;
f. penerimaan anggaran yang bersumber dari dan APBN.
(5) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan
BKPM dengan berpedcman pada pengelolaan keuangan BKPM.
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(1)

(2)

—_—
—
—

S

(3)

(4)

Pasal 11

RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) dengan
suatu Persentase Ambang Batas tertentu.

Pola Anggaran Flekeibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

Pasal 12

RBA memuat;

kinerja tahun berjalan;

asumsi makro dan mikro;

sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;

analisis dan perkiraan biaya satuan,;

perkiraan harga;

perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan;
anggaran,;

prognosa laporan keuangan;

perkiraan maju (forwcrd estimate); dan

ringkasan penerimaan dan pengeluaran.

RBA sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan
program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari
keluaran yang akan cdihasikan.

R ER S BE P

Pasal 13

Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi
kinerja, perbandingan RBA tahun berjalar: dengan realisasi, laporan
keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut dengan
pericapaian kinerja tahun berjalan.

Asumsi makro dan mikro scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi,
pertumbuhan ekonomi, nilei kurs, asumsi tarif, volume pelayanan,
dan pendapatan.

Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan
sasaran, indikator, target kinerja meliputi perkiraan pencapaian
kinerja pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang
direncanakan serta pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan
pada tahun yang direncanakan.

Analisis dan perkiraarn biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit

penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah
memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang
dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
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(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau
jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin
yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g,
merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan
dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan
belanja.

(7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun
berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan
operasional, neraca dan laporan arus kas.

(8) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf i, merapakan perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan
guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berikutnya.

Pasal 14

(1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas.
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai
RKA-Unit Kerja.

Pasal 15

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.

(2) RKA Dinas beserta RBA se¢bagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada DPPKAD.

Pasal 16

RKA Dinas beserta RBA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
disampaikan oleh DPPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 17

Penyusunan RBA disesnaikan dengan ketentuan yang ditetapkan
berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 18

(1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, disampaikan kepada PPKD untuk
dituangkan dalam rancangan APBD.

(2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Kepala melakukan
penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

(3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk
diajukan kepada PPKD melalui Dinas
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BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 19

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan
masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

(1)

(1)

(2)

Bagian Kesatu
DPA Dinas Kesehatan

Pasal 20

DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit
mencakup:

a. pendapatan dan belanja;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
DPPKAD sesuail dengan kewenangannya mengesahkan DPA setelah
APBD disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
disahkan oleh DPPKAD, BKPM dapat melakukan pengeluaran uang
paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 21

DPA yang telah disakkan oleh DPPKAD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang
bersumber dari APBD.

Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan
untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja
modal dilakulzan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
yvang diketahui oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 22

Pendapatan BKPM bersumber dari:

e a0 TP

jasa layanan;

hibah;

hasil kerjasama dengan pihak lain;
APBD;

APBN; dan

lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
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Pasal 23

(1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf a adalah imbalan yang diperoleh
dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat secara fee for
service.

(2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak
terikat yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat atau badan lain
baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan
satuan mata uang.

(3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf ¢ dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi,
sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung
dengan tugas pokok dan fungsi BKPM.

(4) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf d adalah pendapatan yang berasal dari
otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan kegiatan
pembiayaan APBD.

(5) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf e dalarn hal BKPM ditunjuk sebagai pelaksana
anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

(6) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf f antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan,;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;

o

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

dan

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.

g. pendapatan lain - lain yang sah.

Pasal 24

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BKPM.

Pasal 25

(1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung
dengan persetujuan Dinas untuk membiayai belanja BKPM sesuai
RBA definitif. -

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
diperlakukan sesuai peruntukannya.
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Pasal 26

Dalam hal BKPM  ditunjuk  sebagai pelaksana  anggaran
dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya
diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku
dalam pelaksanaan APBN.

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 27

(1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya
vang dituangkan dalam RBA definitif.

(2) Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional
sesuai dengan SAK.

Pasal 28

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
terdiri dari:
a. biaya pelayanan,
b. biaya umum dan adminis(rasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari:

biaya pegawai,;

biaya bahan;

biaya jasa pelayanan;

biaya pemeliharaan;

biaya barang dan jasa;

biaya depresiasi; dan
g. biaya pelayanan lain-lain.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari:

biaya pegawai,

biaya administrasi kantor;

biaya pemeliharaan;

biaya barang dan jasa;

biaya promosi;

biaya depresiasi; dan

biaya umum dan adminstrasi lein-lain.

me e op
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Pasal 29

Biaya non operasional sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),
terdiri dari:

biaya bunga;

biaya administrasi bank;

biaya kerugian pelepasan aset tetap;

biaya kerugian penurunan nilai; dan

biaya non operasional 'ain-lain.

o po g
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(1)

(1)
(2)
(3)

(4)

(2)

(1)

Pasal 30

Pengelolaan beianja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan
kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah
pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.

Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan beclanja vang disesuaikan dengan perubahan
pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA
definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.

Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku dalam ambang bataes fleksibilitas sesuai yang telah
ditetapkan dalam RBA definitif.

Pasal 31

Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (3) ditetapkan dengan besaran persentase.

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
dengan mermpertimbangkan flulktuasi kegiatan operasional BKPM.
Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Walikota setelah niendapat pertimbangan DPPKAD.

Khusus untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) huruf c, ditetapkan setinggi-tingginya 44% (empat
puluh empat per seratus) dari pendapatan jasa layanan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 23 ayat (1).

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 32
Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui
rekening kas BKPM pada bank yang ditetapkan Kepala Dinas.
Rekening kas BKPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuka oleh
Kepala dan Bendahara BKPM pada bank umum.

Pasal 33

Dalam pengelolaan kas, BKPM menyelenggarakan hal-hal sebagai
berikut:

a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;

melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;

menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

melakukan nembayaran; —
mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka

pendek; dan
f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh

pendapatan tambahan.

F G O
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(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f
dapat digunakan untuk menunjang pelayanan kecuali atas
permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke
kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BKPM.
Penerimaan BKPM pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke
rekening kas BKPM dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BKPM.
Pengelolaan kas BKPM diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis
yang sehat.

Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 34

BKPM dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan
barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung
maupun tidak langsung dengan kegiatan BKPM.

Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai
dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar keterituan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BKPM melakukan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
BKPM melakukan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), BKPM menyiapkan bukti dan administrasi penagihan dan
menyelesaikan tagihan atas piutang.

Penagihan piutang sebagaimana dimaksud ayat (3), yang sulit ditagih
dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri
bukti-bukti yang valid dan sah.

Pasal 35

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah
ada penilaian oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan
secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku.

Pasal 36

BLUD BKPM dengan status bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam
hal pengelolaan utang.

Bagian Keenam
Investasi

Pasal 37

BLUD BKPM dengan status bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam
hal pengelolaan investasi.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 38

BLUD BKPM dengan status bertahap tidak diberikan fleksibilitas
dalam hal pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa pada BKPM dilaksanakan oleh Dinas dan
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa
pemerintah. ‘

Pengadaan barang/jasa yang penting dan mendesak bagi pelayanan,
dapat dilaksanakan langsung oleh BKPM.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang

Pasal 39

Barang inventaris milik BKPM dapat dihapus dan/atau dialihkan
kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara
dijual, ditukar, atau dihibahkan.

Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya
yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

Penerimaan hasil perjualan barang inventaris sebagai akibat dari
pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pendapatan BKPM.

Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan
BKPM.

Pasal 40

BKPM tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap,
kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan BKPM atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan
jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penerimaan hasil penjualan aset tetap akibat dari pengalihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BKPM.
Hasil penjualan asct tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diuraikan secara memadai ke aalam laporan keuangan BKPM.
Pengalihan dan/atau pengahapusan aset tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
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(7)

(1)

(1)

(2)

(3)

(2)

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung
dengan tugas pokok dan fungsi BKPM harus mendapat persetujuan
Walikota melalui Sekrctaris Daerah dan Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Kerjasama

Pasal 41

Untuk meningkatkan ualitas pelayanan, BKPM dapat melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip cfisiensi, etektifitas dan ekonomis.

Pasal 42

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 meliputi:

a. kerjasama operasi; dan

b. sewa menyewa.

Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
merupakan perikatan antara BKPM dengan pihak ketiga dalam
penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses
operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai
kesepakatan.

Sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
merupakan pemanfaatan barang milik BKPM oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.

Pasal 43

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, merupakan
pendapatan BKPM.

Pendapatan BKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesepuluh
Penyelesaian Kerugian

Pasal 44

Kerugian pada BKPM yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian

daerah.

Bagian Kesebelas
Penatausahaan
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Pasal 45

Penatausahaan Keuangan minimal meliputi:
penerimaan kas;

pengeluaran kas;

piutang;

utang (leabilities);

persediaan;

aset tetap;

investasi;

ekuitas.

5@ Mmoo g

Pasal 46

Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang mengelola uang, barang dan kekayaan
daerah yang terdapat pada BKPM  wajib menyelenggarakan
penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 47

(1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis
yang sehat.

(2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus dilakukan secara tertib, efektif, transparansi dan
dipertanggungjawabkan.

BAB VI
PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 48

(1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
a. terdapat penambzhan atau pengurangan anggaran yang
bersumber dari APBD;
b. belanja melampani ambpang batas fleksibilitas yang telah
ditetapkan; dan
c. Pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi
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Pasal 49

BKPM menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai
dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

Setiap transaksi keuangan BKPM harus dicatat dan dokumen
pendukungnya yang dikelola secara tertib.

Sistem dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dapat menghasilkan laporan keuangan secara periodik.

Pasal 50

BKPM menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai
dengan SAK yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi
Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) menggunakan basis akrual dalam
pengakuan pendapatari, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas
dana.

Pasal 51

Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan
berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal S50 ayat (2)
Kepala menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada
standar akuntansi yang berlaku/sesuai jenis layanannya.

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
digunakan sebagai daser dalam pengakuan, pengukuran, penyajian
dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban
dengan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 52

Proses akuntansi dapat dilakukan secara manual maupun computerized
meliputi kegiatan sebagai berikut :

a.

b
o
d

(1)

mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;

memposting ke buku besar dan buku pembantu;
mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
menyusun laporan keuangan.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 53

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d
terdiri dari:

a. Neraca;

b. Laporan operasional;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.
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Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengaa laporan mengenai kinerja.

Neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan
laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset,
kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan aktivitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan
dan beban BKPM selama satu periode.

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan
dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan
dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode
tertentu.

Catatan Atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalain laporan keuangan.

Pasal 54

Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (1), BKPM menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
secara berkala kepada DPPKAD melalui Dinas Kesehatan untuk
dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah
sesuai standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan sebagaimana diniaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran,;

b. Neraca; ‘

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 55

Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1) terdiri dari:

a. Laporan triwulan;

b. Laporan semesteran; dan

c. Laporan tahunan.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling
Jambat tanggal 15 (Jima belas) bulan setelah periode pelaporan
berakhir.

Pasal 56

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa ekternal
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAE VIII
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 57

Kepala bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BKPM sesuai
dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.

Kepala mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BKPM
secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1).

BAB IX
SURPLUS DAN DEFISIT

Fasal 58

Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi
pendapatan dan realisasi belanja BKPM pada satu tahun anggaran.
Surplus sebagaimana dimzksud pada ayat (1) dapat digunakan
dalam anggaran tahun berikutnya, liecuali atas perintah Walikota,
sesuai dengan kewenangannya, dapat disetorkan sebagian atau
seluruhnya disetor ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi
likuiditas BKPM.

Pasal 59

Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi
pendapatan dengan realisasi belanja BKPM pada satu tahun
anggaran.

Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun
anggaran berikutnya kepada DPPKAD melalui Kepala Dinas sesuai
kewenangannya.

DPPXAD sesuai kewenangannya capat mengajukan anggaran untuk
menutup defisit pelaksanaan anggaran BKPM dalam APBD tahun
anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan ditetapkannya BKPM sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-
BLUD dengan status bertahap, maka dokumen RBA BKPM menjadi
bagian RKA Dinas.

Pasal 61

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tentang
penyelenggaraan akuntarsi dan laporan keuangan sesuai SAK mulai
dilaksanakan pada tahun 2016.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Februari 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

ttd.-

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Februari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

SLAMET PRIHANTONO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 15B
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